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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP RECHTERLIJK PARDON
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

MUHAMMAD RANGGA SAMUDRA
502021195

Konsep (Rechterlijk pardon) adalah konsep baru yang diuji coba untuk
diakomodasikan di KUHP Nasional. Konsep tersebut memberi wewenang
yang lebih banyak dan bebas di setiap pengambilan keputusan yang
diselenggarakan Majelis Hakim saat penjatuhan keputusannya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep Rechterlijk pardon sebagai
bentuk pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Konsep ini
memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana
meskipun terdakwa terbukti bersalah, dengan mempertimbangkan aspek
keadilan substantif, kemanusiaan, dan kondisi individual pelaku. Dalam
sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip dasar Rechterlijk pardon telah
dikenal, seperti asas individualisasi pidana dan keadilan restoratif, namun
belum diakomodasi secara eksplisit dalam hukum positif. Melalui pendekatan
normatif yuridis, penelitian ini menyimpulkan bahwa Rechterlijk pardon
memiliki potensi besar untuk diterapkan di Indonesia sebagai alternatif
pemidanaan yang lebih humanistik, terutama dalam kasus-kasus ringan.
Namun, penerapannya memerlukan pengaturan hukum yang jelas agar tetap
menjamin kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang.
Dengan demikian, Rechterlijk pardon dapat menjadi instrumen penyeimbang
antara kepastian hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat serta
Rechterlijk pardon dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana
Indonesia sebagai upaya pembaruan hukum yang lebih humanis dan adaptif
terhadap kompleksitas sosial.

Kata kunci : Rechterlijk Pardon, Peradilan pidana, Sistem, Hukum.
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ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF RECHTERLIJK PARDON’S CONCEPT IN
INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

MUHAMMAD RANGGA SAMUDRA
502021195

Rechterlijk pardon can be integrated into the Indonesian criminal justice
system as an effort toward legal reform that is more humanistic and adaptive
to social complexities. This study aims to examine and analyze the concept of
Rechterlijk pardon as a form of judicial forgiveness within the Indonesian
criminal justice system. This concept grants judges the authority to refrain
from imposing punishment, even if the defendant is proven guilty, by
considering substantive justice, humanity, and the defendant'’s individual
circumstances. In Indonesia, the foundational principles of Rechterlijk pardon,
such as the individualization of punishment and restorative justice, are
recognized but have not yet been formally codified in positive law. Using a
normative juridical approach, this research concludes that Rechterlijk pardon
holds significant potential for implementation in Indonesia as a more
humanistic alternative to punishment, particularly for minor offenses.
However, its application requires clear legal provisions to ensure legal
certainty and prevent misuse of authority. Thus, Rechterlijk pardon can serve
as a balancing instrument between legal certainty and the sense of justice
within society In addition, Rechterlijk pardon can be integrated into the
Indonesian criminal justice system as an effort toward legal reform that is
more humanistic and adaptive to social complexities.

Keyword : Rechterlik Pardon, Criminal Justice, System, Law.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, perihal tersebut dapat ditinjau pada
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) yang mengungkapkan “Negara Indonesia adalah negara
hukum”.! Oleh karenanya ketika melaksanakan aktivitas pemerintahan dan
ketatanegaraan wajib berlandaskan pada hukum yang ada. Hukum mempunyai
fungsi bagi kelangsungan hidup kita dalam memberi batasan terhadap apa saja
perbuatan perbuatan yang dilarangan dan apa saja perbuatan yang
diperbolehkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan negara tetapi juga
untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan ataupun tindak pidana.2

Penegakan hukum di negara Indonesia mengacu pada ketentuan yang
ada pada ketentuan hukum pidana secara materiil dan formil. Aturan dalam
hukum pidana materiil telah ditentukan melalui aturan perundangan Nomor 1
Tahun 1946 yang berisi mengenai Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (selanjutnya disebut Undang Undang No. 1 Tahun 1960) serta berbagai
aturan perundangan yang di dalamnya membahas mengenai ketentuan pidana.

Sementara itu hukum pidana secara formal telah diaturkan ke dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

! Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di
Perguruan Tinggi, Jakarta,Bumi Aksara 2008 ,hlm. 122
2 Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Palembang , Setara Press, 2015. Hlm. 62



Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981) dan berbagai aturan
yang di dalamnya membahas mengenai hukum pidana. Dua aturan hukum
tersebut termasuk hukum positif di Indonesia yang diwajibkan untuk ditaati
dan dipergunakan sebagai pedoman penegak hukum ketika melakukan
penanganan terhadap tindak pidana3.

Terdapat tiga macam purtusan hakim yang diberlakukan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diantaranya putusan
pemidanaan (veroordeling tot enigerleisanctie) , putusan bebas (vrijspraak)
serta putusan lepas dari semua tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).4
Putusan pemidanaan akan diberlakukan bila pengadilan telah berpendapat jika
terdakwa telah melakukan tindakan yang telah terbukti bersalah®. Putusan
bebas akan dibebankan kepada terdakwa bila pengadilan telah memberi
pendapatnya jika kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tak bisa dibuktikan
dengan sah dan meyakinkan. Sementara itu yang terakhir akan ditetapkan bila
pengadilan telah menyatakan pendapatnya bahwasanya terdakwa telah
dibuktikan melakukan tindakan tersebut namun tindakan yang dilakukannya
tidak termasuk perbuatan pidana. Hal tersebut berarti terdakwa dapat dibebas
lepaskan dari tuntutan.®

Permasalahan yang berikutnya muncul yaitu pada kejadian-kejadian di

mana majelis hakim memutuskan bahwasanya secara sah terdakwa terbukti

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi 2).(Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), hlm. 35

* Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Edisi 2), (Sinar Grafika, Jakarta,
2008), him. 36.

® Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tentang Putusan Pidana.

® pasal 191 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tentang Putusan Lepas.



bertindak pidana yang didakwa terhadapnya tetapi putusan pidana pada
terdakwa itu malah memberikan rasa ketidak adilan, sedangkan Majelis
Hakim tak mempunyai alternative putusan lainnya diluar ketiga bentuk
putusan itu. Hal tersebut selaras dengan asas legalitas yang merupakan salah
satu landasan pokok pada hukum acara pidana yang mengungkapkan
bahwasanya seluruh tindakan penegak hukum wajib berlandaskan pada
ketetapan hukum dan perundang-undangan ataupun dengan kata lainnya
aparat penegak hukum tak seharusnya melakukan perbuatan diluar ketetapan
hukum dan kewenangannya.’

Hal lainnya yang sering kali juga menjadi persoalan dan menyebabkan
banyak kritikan yaitu Sistem Peradilan Pidana yang dikendalikan oleh
perspektif keadilan retributif yang seringkali tak mempunyai tujuan
pemidanaan yang jelas ketika penjatuhan pidana pencabutan kebebasan secara
sementara khususnya pada semua kasus tindak pidana ringan, yang kemudian
efisiensi penjatuhan pidana itu dapat menyebabkan efek jera dan menurunnya
jumlah kejahatan juga menjadi sebuah hal yang kerap dipertanyakan.8

Melihat masalah tersebut, munculnya asas Rechterlijk pardon dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru merupakan suatu
konsep yang berasal dari Belanda. Asas ini sudah dikenal dalam hukum acara
pidana Belanda, yaitu Netherland Wetboek Van Strafvordering (Kitab Hukum

Acara Belanda). Namun, dalam konteks Indonesia, penerapan konsep

" M Yahya Harahap, Pemasalahan Pembahasan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan
dan Penuntutan, Edisi kedua,(Sinar Grafika, Jakarta 2000), hlm. 36.

8 Nefa Claudia Meliala, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Issue. 3,
December 2020, http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnallUS,



http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS

Rechterlijk pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) menghadirkan sejumlah permasalahan. Implementasi sistem hukum
pidana nasional tidak terlepas dari keterkaitan antara hukum pidana materil
(KUHP) dan hukum pidana formil (KUHAP), sehingga penting untuk
menganalisis sejauh mana asas dan norma dalam KUHP yang baru sejalan
dengan KUHAP. Selain itu, perlu juga dipahami sejauh mana konsep tersebut
membutuhkan dukungan dari KUHAP dan sebaliknya, sejauh mana KUHAP
telah meninjau dan menyesuaikan dengan asas dan norma yang terkandung
dalam KUHP yang baru.’

Melihat penerapan konsep pemaafan oleh hakim di Belanda,
permasalahan seperti itu tidak akan muncul, karena setelah diberlakukannya
Undang-Undang 31-3-1983 yang merevisi Wetboek van Strafrecht (WvS),
tepatnya pada pasal 9a, para penyusun hukum acara di Belanda langsung
melakukan harmonisasi dengan memasukkan putusan pemaaf sebagai salah
satu jenis putusan. Dengan demikian, di Belanda terdapat empat jenis putusan,
yaitu putusan bebas, lepas, pemidanaan, dan pemaaf. Putusan pemaaf oleh
hakim (Rechterlijk pardon) di Belanda secara jelas dikategorikan sebagai jenis
putusan pemaaf.10

Pengaturan konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk pardon) sebagai
jalan keputusan alternatif bagi hakim, tak bisa serta merta dijalankan oleh

sembarangan hakim namun harus diperlukannya harmonisasi antar peraturan

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2014, hIm. 357.

19 Adery Ardhan Saputro, “Konsep Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam
Rancangan KUHP.” Mimbar Hukum, Volume 28, No. 1, (2016). hlm. 62.



hukum pidana lain. Idealnya, harus ada keseimbangan atau kompromi antara
keadilan dan kepastian hukum. Diartikan di dalam implementasi Pemaafan
Hakim (Rechterlijk Pardon), sekali pun keadilan adalah perihal paling tinggi
dari tujuan penegakkan hukum, hal tersebut tetap diperlukannya keharmonisan
diantara keduanya yakni keadilan dan kepastian hukum, sehingga pelaksanaan
Pemaafan Hakim (Rechterlijk pardon) tetap fokus pada tujuan pemidanaan
diantaranya mengurangiterjadinya kejahatan serta memberikan kesempatan
kepada pelaku untuk kembali ke masyarakat dengan proses Resosialisasi.™

Konsep (Rechterlijk pardon) adalah konsep baru yang diuji coba
untuk  diakomodasikan di KUHP Nasional. Konsep tersebut memberi
wewenang yang lebih banyak dan bebas di setiap pengambilan keputusan
yang diselenggarakan Majelis Hakim saat penjatuhan keputusannya. Secara
eksplisit konsep pemaafan dicantumkan di Pasal 54 ayat (2) KUHP terbaru,
“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada
waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat
dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak
mengenakan  tindakan  dengan mempertimbangkan segi keadilan dan
kemanusiaan. ™

Konsep Rechterlijjk Pardon diharapkan dapat menjadi jalan pintas atau
pintu darurat bagi Majelis Hakim dalam melaksanaan penuntutan dengan

melihat segala faktor faktor dan aspek kemanusiaan dalam

Y Arif Setiawan, “Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan
RUU KUHP Dan RUU KUHAP” Ull, 2021. hm.44.

12 Anza Bangun, jurnal agama, sosial, dan budaya, volume 2 No 5, (Universitas
Sumatera Utara: Al Furqon, 2023), hlm.370 diakses pada https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw,



https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw

mempertimbangkan keadilan dalam keputusan penuntutan oleh Majelis
Hakim. Namun konsep pemaafan hakim ini masih menjadi perdebatan karna
belum ada yang menyatakan putusan ini secara tegas, tetapi ada beberapa
putusan hakim yang merujuk terhadap konsep Rechterlijk pardon ini.
Misalnya dalam kasus yang menimpa Lanjar Sriyanto yang Divonis oleh
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai terdakwa dalam
kasus kecelakaan yang memyebabkan istrinya tewas dan anaknya terluka,
Lanjar didakwa dengan Pasal 359 dan 360 KUHP oleh JPU (jaksa penuntut
umum), namun di dalam putusan hakim memberikan pemaafan karna
dianggap sebagai kecelakaan dan tidak ada unsur kesengajaan.13

Pengaturan (Rechterlijk pardon) perlu untuk diperjelaskan mengenai
apakah dapat dilakukannya suatu usaha hukum berbentuk banding dan kasasi
ataupun putusan Rechterlijk Pardon yaitu sebuah putusan yang bersifat
final dan pasti, tetapi tak dapat diajukan suatu usaha hukum kepadanya,
pengaturan harus lebih jelas dikarenakan pengaturan itu merupakan sebuah
aturan yang sifatnya baru pada Hukum Positif Indonesia. Dalam hal ini,
implementasinya nanti tak memunculkan sebuah perdebatan dan keraguan. **

Maka dari uraian dan permasalahan diatas penulis tertarik untuk
melakukan kajian dan analisis. Apakah konsep Rechterlijk pardon dapat

berlaku dan memiliki efektifitas didalam sistem peradilan pidana di Indonesia

yang diwujudkan pada karya ilmiah berbentuk skripsi “Tinjauan Yuridis

3 Detik News, Artikel : Dimaafkan Hakim, Lanjar Bebas Dari Hukuman, diterbitkan
pada 04 maret 2010, https://news.detik.com/berita/d-1311104/dimaafkan-hakim-lanjar-bebas-dari-
hukuman, diakses tanggal 20 november 2024 pukul 09.35

% Anza Bangun, jurnal agama, sosial, dan budaya, volume 2 No 5, (Universita Sumatera
Utara: Al Furqon, 2023), him.380 diakses pada https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw,



https://news.detik.com/berita/d-1311104/dimaafkan-hakim-lanjar-bebas-dari-hukuman
https://news.detik.com/berita/d-1311104/dimaafkan-hakim-lanjar-bebas-dari-hukuman
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw

Terhadap Konsep Rechterlijk pardon Dalam Sistem Peradilan Pidana Di

Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan

permasalahannya, yakni di antaranya:

1.Bagaimanakah konsep Rechterlijk pardon jika diterapkan dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia?
2.Apakah putusan Rechterlijk pardon oleh Hakim terhadap terdakwa

tindak pidana bisa memberi keadilan dan kepastian hukum?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian karya ilmiah ini, terfokus pada konsep
Rechterlijk pardon jika diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia dan putusan Rechterlijk pardon oleh Hakim terhadap terdakwa

tindak pidana dapat memberi keadilan dan kepastian hukum.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan mendapatkan

pemahaman yang lebih luas terkait hal hal berikut;

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, sehingga tujuan dari penelitian ini
yakni;
a.Untuk mengetahui konsep Rechterlijk pardon apabila diimplementasikan

kedalam sisten peradilan pidana di Indonesia.



b.Untuk mengetahui apakah putusan Rechterlijk pardon yang di putus oleh
hakim untuk terdakwa tindak pidana, dapat memberikan keadilan dan

kepastian hukum.

b) Manfaat Penelitian

a.Secara Teoritis
Secara Teoritis diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan
mengenai ilmu dan pengetahuan hukum khusunya ilmu hukum pidana
yang relevan dengan peradilan tindak pidana agar memberi pemahaman
secara spesifik dan konkrit kepada semua masyrakat dan khususnya
aparat penegak hukum.

b.Secara Praktis
Secara praktis karya ilmiah ini diharapkan bisa menjadikan masukan
terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepada Majelis Hakim
supaya tidak salah atau keliru dalam setiap tuntutan tindak pidana karena
itu berkaitan dengan asas keadilan dan hak asasi manusia, serta karya
ilmiah ini merupakan prasyarat Penulis untuk menyelesaikan studi

sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu struktur dari macam-macam konsep yang
membentuk satu kesatuan utuh, sehingga dapat dijadikan dasar, acuan, serta

panduan dalam penelitian.'

1 Tjetjep Samsuri, “Kajian Teori , Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian,”
Kajian  Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam  Penelitian, 2003, 1-7,
http://repository.unp.ac.id/1656/1/TIEJEP SAMSURI 209 03.pdf.



1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah aktivitas menganalisa, mengumpulkan data
atau melakukan penyelidikan secara terencana dan objektif pada suatu

objek penilitian berdasarkan hukum dan perundang-undangan.®

2. Rechterlijk pardon
Rechterlijk pardon yaitu konsep yang dijadikan pedoman oleh

hukum Belanda, yang mana hakim bersedia memberi maaf kepada
terdakwa yang berarti dalam pertimbangan khusus, hakim bisa memaafkan
terdakwa walaupun terbukti bersalah meskipun tidak dijatuhkan sanksi.*’
3. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana ialah penyelenggaraan seluruh lembaga-
lembaga yang dilibatkan didalam peradilan pidana atau penegak hukum
(kejaksaan, kepolisian, pengadilan, serta lembaga masyarakat) melalui
sebuah mekanisme yang bertahap sesuai prosedur masing masing yang

bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terj adi.’®

F. Review Studi Terdahulu

Penelitian penelitian terdahulu yang relevan mengenai ‘Konsep
Rechterlijk pardon’ berikut terdapat penelitian tersebut :

Tabel 1.1 Studi kasus yang relevan

18 Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum, (Jawa Barat, Widina
Media Utama), 2023

Y Wila Wahyuni, Artikel : Memahami Rechterlijk Pardon Dan Konsep Pemaafan Hakim,
diterbitkan pada 14 April 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-
pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-1t6438c43d2efab/, diakses tanggal 20 November 2024 pukul
12.35

'8 Kadri Husin, Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Sinar Grafika,
2022). him. 3


https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/
https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/
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NO JUDUL NAMA TAHUN PEMBAHASAN

1 SKRIPSI: Destria 2018 Penelitian ini
“Prospektif membahas tentang ide
Rechterlijk pemberian maaf hakim
pardon  Dalam didalam RKUHP 2018
Putusan yang dituangkan dalam
Pengadilan Pedoman Pemidanaan
Dalam Studi pada Ketentuan Umum
RKUHP  Tahun Pasal 60 Ayat (2)
2018~ RKUHP 2018 dan

membahas bagaimana
konsep Rechterlijk
pardon  dilihat  dari
tuyjuan dan pedoman
pemidanaannya.™

2 SKRIPSI: Muhammad | 2021 Penelitian ini
“Tinjauan Rifai Yusuf membahas tentang latar
Terhadap Konsep belakang dan gagasan
(Rechterlijk mengenai pemaafan
pardon) hakim dalam RKUHP,
Kaitannya sekaligus kajian yang
Dengan lebih mendalam tentang
Kepentingan keterkaitan konsep
Hukum Korban tersebut dengan
Tindak  Pidana kepentingan hukum
(Studi  Konsep bagi  korban tindak
RKUHP 2019)” pidana.”’

3 SKRIPSI: Erifa 2024 Penelitian ini
“Analisis Yuridis | Agustianiss membahas tentang
Syarat-Syarat yah Syarat  syarat  agar
Penerapan konsep Rechterlijk
Rechterlijk pardon, dapat
pardon diterapkan di dalam
(Pemaafan keputusan hakim yang

9 Destria, “Prospektif Rechterlijk Pardon dalam putusan pengadilan dalam studi RKUHP
tahun 2018,” Skripsi, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, diakses pada,
http://digilib.unila.ac.id/58351/3/SKRIPS1%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, pukul
16.30

% Muhammad Rifai Yusuf, “Tinjauan terhadap konsep (Rechterlijk Pardon) kaitannya
dengan kepentingan hukum korban tindak pidana (studi konsep RKUHP 2019),” Skripsi, 2021.
Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo,
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046_Muhammad%20Rifai%20Yusuf Le
ngkap%?20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%?20Yusuf.pdf, pukul 16.45



http://digilib.unila.ac.id/58351/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046_Muhammad%20Rifai%20Yusuf_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%20Yusuf.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046_Muhammad%20Rifai%20Yusuf_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%20Yusuf.pdf
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Hakim) berdasarkan dengan
Berdasarkan UU UU No 1 Tahun 2023.%
No 1 Tahun

2023”7

Berdasarkan penelitian pertama yaitu “Prospektif Rechterlijk pardon
Dalam Putusan Pengadilan Dalam Studi RKUHP Tahun 2018, oleh Destria
pada Tahun 2019 terfokus atau membahas tentang ide pemberian maaf oleh
hakim pada RKUHP 2018 yang dituangkan didalam Pedoman Pemidanaan
dalam Ketentuan Umum Pasal 60 Ayat (2) RKUHP 2018 dan membahas
bagaimana konsep Rechterlijk pardon dilihat dari tujuan serta pedoman
pemidanaan.

Pada penelitian kedua yaitu “Tinjauan Terhadap Konsep (Rechterlijk
pardon) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi
Konsep RKUHP 2019)”, oleh Muhammad Rifai Yusuf pada Tahun 2021 yang
terfokus tentang latar belakang dan gagasan mengenai pemaafan hakim dalam
RKUHP, sekaligus kajian yang lebih mendalam tentang keterkaitan konsep
tersebut dengan kepentingan hukum bagi korban tindak pidana.

Pada studi ketiga yaitu “Analisis Yuridis Syarat-Syarat Penerapan
Rechterlijk pardon (Pemaafan Hakim) Berdasarkan UU No 1 Tahun 2023”,
oleh Erifa Agustianissyah pada Tahun 2024 terfokus pada syarat syarat agar
konsep Rechterlijk pardon dapat diterapkan di dalam keputusan Hakim yang

berdasarkan UU No 1 Tahun 2023.

?! Erifa Agustianissyah, “dnalisis Yuridis Syarat-Syarat Penerapan Rechterlijk Pardon
(Pemaafan Hakim) Berdasarkan UU No 1 Tahun 2023,” Skripsi, 2024, Fakultas Ilmu Sosial Dan
Politik,  Universitas  Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, diakses pada
http://repositori.umrah.ac.id/8252/6/ERIFA%20AGUSTIANISSYAH 190574201020 _IL.MU%?20
HUKUM COVER.pdf, pukul 17.20



http://repositori.umrah.ac.id/8252/6/ERIFA%20AGUSTIANISSYAH_190574201020_ILMU%20HUKUM_COVER.pdf
http://repositori.umrah.ac.id/8252/6/ERIFA%20AGUSTIANISSYAH_190574201020_ILMU%20HUKUM_COVER.pdf
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Sedangkan pada penelitian saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis
Terhadap Konsep Rechterlijk pardon Pada Sistem Peradilan Pidana Di
Indonesia”, terfokus pada pembahasan mengenai konsep Rechterljik Pardon
jika diterapkan kedalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan putusan
Rechterlijk pardon oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana dapat

memberi keadilan dan kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini mengadopsi penelitian hukum normatif atau
kepustakaan, di mana penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis
materi atau bahan kepustakaan yakni data primer dan sekunder. Bahan
bahan hukum ini akan di susun secara sistematis dan terstruktur yang
berguna untuk mempermudah dalam mengambil kesimpulan dari
permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya penelitian ini akan
dilakukan dengan mengidentifikasi masalah masalah pokok yang
terjadi kemudian didasarkan menurut peraturan undang-undang dan
bahan hukum yang sudah disiapkan oleh penulis.22

B. Sumber Data
Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu Bahan

Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

%2 Ysnaini, Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum poostif di
indonesia,  jurnal independetvolume 5 no I, 2017,Him 24. Diakses htpp://
Jjurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/indepedent/article/view/6,
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a. Bahan Hukum Primer yakni sumber hukum yang bersifat otoritatif
atau berkekuatan yang mengikat seperti peraturan undang-undang
yang berlaku contohnya;

- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum pidana Tahun 2023

b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang memberi
penjabaran lebih lanjut tentang bahan hukum primer, contohnya
rancangan undang-undang, pendapat ahli hukum, jurnal hukum,
dan hasil temuan sebelurnnya.23

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang berfungsi sebagai
panduan ataupun penjelas tambahan pada bahan hukum primer

dan sekunder, contohnya kamus hukum atau ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis terapkan dalam pengumpulan data dan bahan
hukum karya ilmiah ini mengunakan metode studi pustaka yakni
dengan mengumpulkan data yang penulis dapatkan melalui jurnal,buku
atau sumber-sumber penelitian yang relevan lainnya. Dalam metode
ini penulis dapat menarik kesimpulan dengan mempelajari berkaitan
dengan hal yang berhubungan dengan peraturan undang-undang

ataupun keputusan pengadilan yang terkait dengan studi ini serta

2 Solikin Nur, Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Qiara Media, Jawa
Timur, 2021)
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dokumen yang berkaitan dengan problematika yang sudah ada untuk

mendukung penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Pada studi ini menerapkan teknik analisa data yang bersifat
kualitatif, yang mana metode ini memperoleh data yang kemudian
akan di simpulkan melalui penyajian data yang telah di analisa
sehingga dapat ditarik kesimpulan data tersebut.”* Metode ini berguna
untuk mempermudah dalam menyusun bahan hukum dengan rapih dan
sistematis sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dan menjawab

masalah yang timbul dalam karya ilmiah ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penilitian terbagi menjadi 4 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan permasalahan, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, riview studi
terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tinjauan umum
mengenai konsep Rechterlijk pardon, tinjauan mengenai sistem peradilan
pidana di Indonesia dan tinjauan mengenai putusan hakim.

BAB III PEMBAHASAN

% Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan
Disertasi, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm 19
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Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan yang ada yakni
kebijakan konsep Rechterlijk pardon dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia menurut KUHP baru dan mengenai apakah putusan Rechterlijk
pardon dapat memberi keadilan dan kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir yang memberikan kesimpulan dan saran yang
berlandaskan pada hasil dan pembahasan yang berhubungan dengan karya

1lmiah ini.
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